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ABSTRAK

Masalah-masalah yang muncul datam penyelenggaraan atonom! daerah agalah kewenangan
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri. Kecenderungan sistermn
yang dikembangkan adalah sentralistik dan bukan desentralis.Hal ini terfihat banyaknya
trusan ctonomi yang masih menumpuk di daerah tingkat | dan Pusat. Urusan-urusan
yang diserahkan ke daerah bikan urusan-urusan yang potensial menambah pendapatan
asli daerah, tetapi urusan-urusan yang justru membebani pemerintah daerah. Untuk itu
sudah saatriya sistem ini ditinjau kembali dan dikaji kemungkinan-kemungkinan penerapan
sistem rumah tangga formal, supaya daerah memilii keleluasaan ruang gerak dan

memberdayakan potensi dagrahnya dan mengembangkan prakarsanya. Dj samping itu,

DPHDpeﬂua?berdayakansecampropordamlsesu&fdengan fungsi dan perannya

sebagai

lembaga pengawas dan pengontrol kebliaksanaan pemerintah daerah. Untuk itu, lembaga
DPRD periu dipisahkan dari struktur pemerintah daerah yang selama ini dignut oleh UU

No.5 tahun 1974.

Pendahuluan

Salah satu implikasi dari maraknya tun-
tutan reformasi politik akhir-akhir ini, adalah
munculnya tuntutan untuk melakukan eva-
tuasi dan revisi terhadap berbagat perundang-
undangan di bidang politik dan pemerintahan
daerah. Setelah diberlakukan sejak tanggal
23 Juli 1974, UU No. § Tahun 1974 tentang
Pemarintahan di Daerah nampaknya harus
direvisi atau bahkan diganti, karena banyak
perkembangan masyarakat di bidang pe-
merintahan daerah yang sudah tidak ter-
coveroleh UU tersebut. UU tersebut sudah
usang dan tidak tepat lagi diterapkan saat
ini.

Arus reformasi manghendaki, berbagai
perkembangan masyarakat balk di pusat

maupun di daerah harus diimbangi dengan
peraturan perundang-undangan yang res-
ponsif dan demokratis dalam penyelengga-
rean pernorintahan di daerah. Misalnya tun-
tutan untuk lebih memberdayakan lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {DPRD);
kecenderungan maraknya pengembang
membangun kawasan pemukiman dengan
bentuk kota mandiri, (Bumi Sermong Damai,
BukitJonggo! Asri, dsb) dan kota baru (Jaya
Land, Citra Land, Citra Harmoni, dsb); peng-
hapusan wilayah administratif (Kotip: pengha-
pusan DPRD Tingkat I; tawaran Pemerintah
Pusatuntuk memberikan Timur-imur otonomi
khusus, dan lain-ain. Semuanya it perfu men-
dapat kajian yang serius dan kebfjaksanaan
dari Pemerintah Pusat terhadap perkem-
bangan di daerah. Arus reforinasi kali ini
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mambutuhkan ketegasan sikap politik (po-
litical willh pemerintah pusat untuk sunggtih-
sungguh melakukan reformasi, khususnya
dalam menjalankan asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah,

Kerancusn Pengertian

Apabiia diidentifikast masalah yang
khusus dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan di daerah selama ini, antara lain
adanya kerancuan pengerian di dalam
pasal 13, yakni pengertian pemerintah dae-
rah adalah Kepala Daerah dan DPRD.
Pengertian ini sangat rancu dalam penye-
langgaraan pemerintahan. iKedua-duanysa
menjadi pemerintah daerah, yang mana
yang menjalankan fungsi penyelenggaraan
dan mana yang menjalankan fungsi meng-
awesi jalannya pemerintahan, tidak jelas.
Semestinya, kepala daerah itu bertugas
menyelenggarakan pemerintahan di dasrah,
sedengkan DPRD sebagai wekil rakyat, ber-
tugas menjadi pengawas jalannya pemerin-
tahan. Bila skenario ini dijalankan maka
lembzga DPRD akan menjadi lebih berdaya
dibanding sasat-saat ini.' Untuk itu rumusan-
nya periu disempumnakan, dipisahkan antara
pangertian pemerintah dasrah dan DPRD.
Sahingga DPRD tidak lagi menjadi bagian
dari pemerintah daerah, DPRD merupakan
lembaga perwakilan di tingkat daerah yang
menjalankan fungsi pengawasan terhadap
pemerintah daerah.

Di dalam pasal 80 disebutkan bahwa
kepala wilayah sebagai wakil dari pemerintah
adalah penguasa tunggai di bidang peme-
rintahan dalam wilayahnya dalam arti
memimpin pemerintahan, mengkoordinasi-
kan pembangunan dan membina kehidupan

masyarakat di segala bidang. Hal inf sudah
jelas tidak tepat lagi, karena pengertian
penguasa tunggal jelas telah menafikan
adanya lembaga lain atau kekuasaan lain
di wilayah tersebut. Rumusan pasal sema-
cam ini dilatarbelakangi oleh trauma politik
dan kehawatiran Pemerintah Pusat yang
berlebihan. Sehingga semua sistem yang
berjalan dalam pemerintahan dibuat sangat
sentralistis. Untuk itu rumusannya periu
disempumakan atau dihapuskan, karena
sudah tidak cocok diterapkan urduk saat ini,
Apabila ingin disesuaiken dengan Pemerin-
tah Pusat, maka rumusannya dapat disem-
pumakan, misalnya: kepala wilayah sebagai
wakil pemerintah adalah penyelenggara dan
penanggungjawab tertinggi di bidang pe-
merintahan deserah dalam wilayahnya, da-
lam arti memimpin pemerintahan, meng-
koordinasikan pembangunan dan membina
kehidupan di segala bidang.

Pemlilthan Kepala Daerah

Hampir dalam sefiap proses pemilihan
kepala daerah, kita disibukkan bukan ka-
rena daya pikat proses pemilihan itu sendiri
tetapi oleh perscalan perbedaan kepentingan
yang mencolok antara Pemerintah Pusat di
satu pihak dengan masyarakat dasrah di lain
pihak Benturan kepentingan itu antara lain
secara formal dapat diindikasikan dari ru-
musan pasal-pasal di datam UU No. 5 Talum
1974 yang bercorak reprasif.

Menurut pasal 15dan 16 UUNo. 5§ Ta-
hun 1974, kepala dagrah tingkat | dan l di-
calonkan dan dipilih oleh DPRAD dari sedildt-
sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-
banyaknya 6 (lima) orang calon dan diajukan
oleh DPRD kepatda presiden melalui menteri
dalam negeri sedikit-sedikitnya 1 orang un-

'Republika, 30 Mei 1898,

No. 10 Vol. 5 {71 1853
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tuk diangkat salah seorang di antaranya
(untulc kepala daerah tingkat [) dan kepada
menteri dalam negeri melalui gubsmur
(untuk kepala daerah tingkat 1i). Rumusan
yang demikian itu menunjukkan bahwa pe-
ranan rakyat (melalul DPRD) hanya sebatas
pada pemilihan calon-calon karena yang
menentukan adalah pemerinteh pusat.

Di dalam praldeknya, tidak jarang bakal
calon yang sudah diajukan oleh DPRD ke
pusat apabila tidak disukai oleh pusat nama-
nama itu dicoret dari daftar calon atau bah-
kan dikembalikan ke dasrah untuk dilakulan
pilihan bakal calon yang baru oleh DPRD
setempat. Kenyataan ini menunjukkan be-
tapa lamah posisi tawar wakil rakyat di
daerah untuk menentukan kepala daerahnya.

Kewenangan presiden dan menteri da-
lam negeri atas nama Presiden untulc meng-
angkat kepala daerah tingkat | dan dasrah
tingkat Il, yang menafikan jumlah suara bagi
masing-masing calon karena alasan hak
prerogatif (Penjelasan pasal 15 dan 16) jelas
sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini.
Hal inilah yang seringkali membuat ke-
tegangan antara kepentingan pusat dan
dasrah. Dengan hak ini berarti telah menafian
aspirasi masyarakat setempat dan tidak
sejalan dengan samangat reformasi. Di sind
jujur harus diakui telah terjadi proses peman-
dutan fungsi DPR. Secara politik telah
terjadi democratical decay (pembusukan
politik).

Sistem pemilihan kepala daerah yang
dianut UU No. 5 Tahun 1974 itu sudah ke-
tinggalan zaman. Pertama, secara substan-
sial, UU No.5 Tahun 1974 ditwat berdasarkan
persepsi yang ada pada tahun 1950an.
Persepsi tersebut tumbuh di dalam situasi
yang antara lain ditandai oleh adanya per-
gaolakan dipelbagai daerah. Kedua, fika difhat

dari segi kurun waktu, UU No. & Tahun 1974
tupun sudah laino, karena telah terbelakang
selama dua dasa warsa.? Sudah saatnya
aspirasi masyarakat yang lehih didahulukan
dari pada kemauan pemerintah pusat. Pre-
siden dan menteri dalam negeri sebaiknya
tidak mempesisikan dir sebagai pihak pe-
nentu (pemegang hak prerogatif) dalam se-
tiap pemilihan daerah, tetapt hasl! pemifihan
rakyat (melalui DPRDY} itu diajukan kepada
presiden melaiui menteri dalam negeri untuk
mendapat pengesahan, sehingga aspirasi
masyarakatlah yang lebih menonjol {lebih
diutamakan).

Untuk mendapatkan kepala daerah yang
benar-benar berkualitas dan mamahami
aspirasi daerahnya, maka mekanisme pe-
milthan kepala dasrah periu disempumakan.
Di dalam penjaringan bakal calon kepala
daerah sebaiknya kepala daerah dipilin lang-
sung oleh rakyat, baru kemudian dari bakal
calon yang tersaring dipilih oleh DPRAD dan
hasilnya disyahkan oleh presiden melalui
menteri dalam negeri. Apabila mekanisme
ini yang ditempuh, maka kepala daerah yang
terpilih akan memperhatikan aspirasi dae-
rahnya karena ia dipilih langsung oleh rakyat-
nya dan sekaligus diawasi langsung oleh
rakyatnya (melalui DPRD),

Pertanggung|awaban Kepala Daerah

Di dalam penyelanggaraan pemerin-
tahan di daerah, kepala daerah tingkat | ka-
rena jabatannya adalah kepala wilayah
propinsi atau ibukota negara, dan kepala
daerah tingkat |l karena jabatanya adalah
kepala wilayah kabupaten atau kotamadya
(pasal 79). Kemudian di dalam penjelasan
UU No. 5 Tahun 1974 butir 40 disebutkan,
dalam diri kepala daerah terdapat dua fung-

Nazaruddin Syamsuddin, Kifa dan Sistem Pemilihan Gubernur. Kompas. Sabtu 16 Juli 1894,
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si, yailu sebagai kepala dasrah otonom yang
memimpin penyelenggaraan dan berlang-
gungjawab sepenuhnya tentang jalannya
pemerintahan daerah, dan fungsi sebagai
kepala wilayah yang memimpin penyeleng-
garaan urusan pemerintahan umum yang
menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.

Apapun juga di balik istilah “gubernur/
kepala daerah” itu memang terlihat adanya
usaha untuk mengamankan kepentingan
pemarintah pusat dari perong-rongan daerah.
Pengamanan itu dilakukan melalui penetrasi
ke dalam pusat kekuasaan di dasrah. Dalarn
hubungan ini, secara luas dipercayai bahwa
peluang bagi keberhasilan upaya tersebut
akan terbuka lebar jikalau Pemerintah Pusat
dapat menertukan siapa yang akan menjadi
pemimpin pemerintah di daerah.

Dalam posisinya seperti setama ini tam-
pak dengan jelas bahwa pemerintah pusat
masih terus meragukan kadar kesetiaan
daerah-daerah. Pemarintah pusat khawatir
bahwa daerah akan muncul sebagai ke-
kuatan yang merongrong kekuasaan dan
kewibawaannya. Kekhawatiran yang ber-
lebihan itu akan melahirkan gagasan bahwa
kekuasaan dan wihawa pemarintah pusat
harus diamankan di dalam tangan kepala
daerah yang patuh dantergardung kepadanya.®

Selama sistem penyelenggaraan pe-
merintahan tingkat dagrah disejafarkan de-
ngan tata cara penyelenggaraan pemerin-
tahan pusat, maka kepala daerah akan ber-
peran besar seperti presiden di pusat dalam
penyelenggaraan pemerintahan tingkat
daerah, Apabila fungsi dekonsentragi yang
melekat pads kepala daerah disertai dengan
segala atribut kekuasaan dan hubungan-
hubungan khusus dengan pusat, maka di-

tingkat daerah yang nampak bukan peme-
rintahan desentralisasi tetapi sentralisasi
melalui dekonsentrasi, Pola inilah yang
nampak dalam UU No. 5 Tahun 1974, Se-
hingga perlu ditegaskan adanya jabatan
kepala wilayah di samping kepala dasrah 4

Di dalam praldek, kepala dagrah/kapala
wilayah lebih menampakkan perannya
sebagai kepala wilayah dari pada sebagai
kepala daerah. Halini dapat dipahami karena
saluran pertenggungiawaban kepala daerah/
kepala witayah lebih tartuju kepada peme-
rintah pusat dan bukan kepada rakyainya
(DPRD). Hal ini terfihat dari ketentuan di da-
lam pasal 22, bahwa kepala daerah tidak
bertangungjawab kepada DPRD tetapi
kepada presiden melalui menteri dalam
negeri. Kepada DPRD kepala daerah hanya
berkewajiban memberikan keterangan per-
tanggungjawaban. Kenyataan ini menam-
pakkan secara jelas, bahwa kepala daerah
akan sangat bergarung kepada pemerintah
atasannya (kepentingan pemerintah pusat)
dari pada kepentingan atau aspirasi dasrah-
nya, karena kepala daerah tidak sedikitpun
memiliki kewajiban untuk tunduk kepada
BPRD.

Saluh satu kelemahan di dalam penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, adalah
lemahnya fungsi kentrot BPRD dikarenakan
DPRD tidak dapat meminta pertanggung-
jawaban dari kepala daerah, yang dapat
dilakukan hanya sebatas menolak per-
tanggungjawaban kepala daerah. Misalnya,
pertanggungjawaban Bupali Aceh Tenggara,
setelah DPRD setempat menilal banyak ter-
Jadi penyimpangar hanya bisa menolaknya.
Demikian juga peristiwa pengajuan RAPBD
di Sulawesi Tenggara, DPRD setempat

hanya bisa menolaknya.

3bid

«Bagir Manan, 1893, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945. Karawang: UNSIKA. him. 63.

No. 10 Yol. 5 (7 1688
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Dua peristiwa tersebut di atas, patut
dicatat sebagai kemajuan bagi fungsi DPRD
dalam melakukan kontrol terhadap kepala
daerah, Untuk itu, mekanisme pertanagung-
Jawaban kepala daerah periu disempuma-
kan agar fungsi kontroi DPRD dapat efektit,
Misalnya, dengan mengubah mekanisme
pertanggungjawaban kepala dasrah kepada
DPRD, sedangkan kepada presiden atau
menteri dalam negeri hanya disampaikan
keterangan pertanggungjawaban. Hasll
koreksi DPRD Injlah yang nantinya dijadikan
acuan oleh pemerintah pusat untuk meng-
ambil tindakan terhadap kepala daerah dan
sekaligus pertimbangan apakah yang ber-
sangiuten diberhentikan ateu dapat diangkat
kembali.

Otonomi Daerah

Masalah otonomi sampai saat ini masih
menjadi topik diskusi yang menarik, karena
setiap kali membahas masalah otonomi
yang muncul ke permukaan adalah span-
ningantara kepentingan Pusat dan Daerah,
dan sejauhmana otonomi itu diberikan se-
cara nyata kepada daerah. Selama ini tun-
tutan perlunya segera dilimpahkan urusan
otonom pada daerah tingkat Ii dan politik
desentralisasi dalam penyelenggaraan pe-
merintahan dagrah, baru direspon sebatas
retorika belaka. Banyak kasus yang dapat
dijadikan contoh betapa espirasi daerah be-
lum direspon secara serius oleh pusat.
Otonomi adalah kebebasan dan kemandtrian
(vwijheid dan zeffstandigheld) satuan pame-
rintahan lebih rendah untuk mengatur dan
mengururs sebagian urusan pemerintahan,
Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan
diurus secara bebas dan mandiri tu menjadi

atau merupakan urusan rumah tangga sa-
tuan pemerintahan yang lebih rendah ter-
sebutl. Kebebasan dan kemandirian menupa-
kan hakikat isi otonomi.®

Kebshasan dan kemandirian otonomi
sering menimbulkan salah pengertian bah-
kan kehawatiran, Otonomi dicurigai mengan-
dung satu “cacat alami” yang senantiasa
mengancam kesatuan. Kebebasan dan ke-
mandirian dalam ctonomi bukan kemerda-
kaan (onafhankeljkheid, independency).
Kebebasan dan kemandirian itu adalah
kebebasan dan kemandirian dalam ikatan
kesatuan yang lebih besar, Otonomi sekedar
subsistem dari sistem kesatuan yang lebih
besar. Nagara kesatuan merupakan landas
batas dari pengertian dan isi otonomi.
Berdasarian landas batas tulah dikembang-
kanlah berbagai aturan yang mengatur
mekanisme yang akan menjelmakan ke-
seimbangan antara tuntutan kesatuan dan
tuntutan otonomi. Bi sini pulalah letak ke-
mungkinan: “sparming” yang timbul dari kon-
dist tarik-menarik antara kedua kecende-
rungan tersebut,

Tarik menark itu bukanlah sesuatu yang
perlu dihilangkan. Kalau segalanya dikem-
balikan patia kepentingan masyarakat dan
terwujudnya satu pemerintahan yang sehat,
tarik menarik tersebut tidak boleh dilihat
sebagai “spanning” di mana yang satu akan
membahayakan yang lain, melainkan se-
bagai suatu bentuk dinamika yang alami
yang akan senantiasa ada pada setiap ting-
kat perkembangan kehidupan bermegara
atau berpemerintahan. Yang pokok adalah
menciptakan mekanisme yang wajar agar
seliap tarikan bukan saja berarti peringatan
(warming) tetapi sekaligus sebagai masukan
(fecding) bagi yang lain.®

Sibid. him. 2.
oibid. him. 3.
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Sejak dikeluarkannya PP No. 45 Tahun
1882 tertang Peletakan Titik Berat Otonomi
pada Daerah Tingkat |, sampai dengan
lahimya PP No. 8 Tahun 1895 tentang Pene-
tapan 26 Daerah Tingkat Il Percontohan
Otonomi Daerah, belum jelas benar apa
kemauan pemerintah pusat dalam palak-
sanaan otonomi dan asas desentralisasi.
Selama inf yang dikembangkan oleh peme-
rintah pusat adalah model pamerintahan
yang sentralistis dan bukan desentralisasi.
Beberapa urusan yang sesungguhnya
sangat strateqgis apabila diurus oleh daerah,
kenyataannya masih juga belum dilimpah-
kan ke daerah, khususnya Daerah Tingkat
11, dengan alasan dasrah belum siap untuk
menerima limpahan urusan otonomi karana
kendala 3P yaitu pembiayaan, personil dan
petlengkapan.

Maskipun di dalam PP No. 45 Tahun
1992 dinyatakan sernua urusan otonomi
yang masih ada di daerah tingkat | secara
bertahap harus segera dilimpahkan ke
daerah tingkat I, tetapi kenyataannya
urusan otonomi sampai saat ini masih
banyak yang diurus oleh daerah tingkat |

Konsepsi tentang pemberian titik berat
otonomi pada daerah tingkat [| adalah se-
jalan dengan konsopsi yang dikembangkan
olsh Moh. Hatta,” yaitu:

“Apabila kita mau mendekatkan demo-
krasi yang bertanggungjawab kepada
rakyat, melaksanakan cita-cita lama
yang tertanam dalam pengertian pe-
merintahan dari yang diperintah, maka
sebaik-baiknyalah titik berat pemerin-
tahan sendiri diletakkan pada kabu-
patsn. Propinsi dalam sistem ini menjadt
badan koordinasi daripada segala ka-

tupaten yang ada di dalam lingkungan-
nya®,

Sejalan dengan permikiran Hatta di atas,
bahwa otonomi yang sesungguhnya ada di
daerah tingkat [l, dengan pertimbangan dae-
rah tingkat Il lah yang langsung bersertuhan
dengan kepentingan dan aspirasi masyara-
kat, sehingga posisi daerah tingkat Il harus
diperkuat. Daerah tingkat | tidak perlu diberi
urusan ctonom yang banyak tetapi hanya
dijadikan koordinator penyelenggaraan pe-
merintahan di dasrah, semua urusan harus
segera dilimpahkan ke daerah fingkat i)
untuk menuju otonomi satu tingkat.

Dalam hal tingkatan daerah otonomi,
lebih lanjut Hatta® mengemukakan ssbagal
berilat:

“Apabila susunan ctonomi terlalu banyak
lapisnya maka kekuassaan mengurus
terlalu banyak tersangkut di atas dan
sedikit yang sampai ke bawah. Dalam
hal semacam ini otonomi kebupaten bisa
terjepit, otonomi desa tidak akan hidup.
Lambat laun orang di daerah meman-
dang propinsi itu sebagai suatu konsen-
trasi kokuasaan yang begitu hebat,
sehingga berbagai bagiannya ingin
menjadi propinsi tersendiri”.

Konsepsi otonomi satu tingkat inipun
pemah dilansir oleh Rudini ketika masih
menjabat Menteri Dalam Negeri, dengan
mengubah status daerah tingkat 1 dari
daerah otonom menjadi daerah administratif,
yang membawa konsekuensi berubahnya
fungsi gubermnur yang tidak lagl sebagai
kepala daerah tetapl hanya sebagai kepala
wilayah. Juga berakibat dihapuskannya
DPRD tingkat |. Tetapi sampal masa [a-

"Sujanto. 1698, Otenomi Dasrah yang Nyata dan Bertenggungiawab. Jakarta: him.154.

S{bid, him.155.
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batannya berakhir e Rudini tersebut belum
dapeat dilaksanakan. Dan saat ini iuntutan
ke areh olonomi satu tingket merebal kembali.

Menteri Hartarto beberapa waldu lalu
telah mencanangkan tahun 2001 DPRD
tingkat | dihapuskan. Hal ini tentu akan
membawa konsekuensi perubahan terhadap
sistem pemilu, susunan dan kedudukan
legislatif di DPR dan MPR, susunan daerah
otonom. Penghapusan daerah tingkat |
tersebut dimaksudkan untuk memberdaya-
kan daerah fingkat |l

Beberapa perscalan tentang otonomi
daerah harus dicarikan pemecahannya
secara bijaksana, agar tidak selalu terjadi
tarik menarik antara kepentingan pusat dan
daerah. Sistem otocnomi yang dianut selama
ini sebagaimana dinyatakan di dalam UU
No. 5 Tahun 1974 yakni otonomi yang nyata
dan bertanggungjawab, dirasakan oleh
daerah belum cukup memberikan ruang ge-
rak yang besar bagi dasrah untuk mengem-
bangkan diri, mengatur rumah tangganya
sendiri. Untuk iu, periu dikaji kembali sistem
apa kiranya yang tepat untuk diterapkan dan
dapat memberdayakan potens| daerah saat
ini

Apabila mengacu kepada arus refor-
masi yang saat ini gencar dituntut oleh be-
berapa daerah, maka sistem atonomi tormal
nampaknya patut untuk dipertimbangkan.
Dengan sistem otonomi formal urusan yang
termasuk dalam urusan rumah tangga
daerah tidak secara aprior ditetapkan dalam
atau dengan Undang-undang. Daerah boleh
mengatur dan mengurus segala sesuatu
yang dianggap perting bagi daerzhnya, asal
saja tidak mencakup urusan yang telah
diatur dan diurus cleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah yang lebth tinggi ting-
katannya.

Bila di sini dilakukan pembagian tugas,
maka hal itu didasarkan atas pertimbangan
yang rasional dan praktis. Artinya, pemba-
gian tugas itu tidaklah disebabkan karena
materi yang diatur berbeda sifatnya, me-
lainkan semata-mata karena keyakinan
bahwa kepentingan daerah itu dapat lebih
baik dan berhasi diselenggarakan sendiri
dari pada oleh pemerintah pusat. Jadi per-
timbangan efisiensilah yang menentukan
pembagian tugas itu dan bukan disebabkan
perbedaan sitat dari urusan yang menjadi
tanggungan masing-masing. Tugas daerah-
daerah itu tidak dirinci secara neminatif di
dalam Undang-undang pembentukannya,
melainkan ditentukan dalam satu rumus
umumsaje. Rumus umum inf hanya mengan-
dung asas-asas saja, sedangkan pengaturan
lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah
dasrah.?

Adanya percontohan otonomi dimana
daerahpercontohan mendapat tambahan 19
urusan otonomi, dimaksudkan supaya oto-
nomi pada daerah tingkat [l segera ter-
realisit, tetapi dalam kenyataannya justru
membebani daerah yang bersangkutan. Hal
ini dikarenakan penyerahan urusan kepada
Daerah tidak dibarengi dengan penyerahan
perangkat, personil dan pembiayaannya.
Sehingga anggaran daerah yang tadinya
dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan
5-6 atau 10-12 urusan, akhirnya membeng-
kak untuk membiayai 19-22 urusan. Ditinjau
dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,
desentralisasi antara lain bertujuan untuk
meringankan beban pekerjaan pusat. De-
ngan desentralisasi, berbagai tugas dan

*Koesoemehatmad|a, dkutip oleh Sujanto, Latar

Otonomi Daerah yang Nyata

dan Bertanggungiawab Dititikberatkan pada Daerah Yingkat I, Pusat Peneliian dan Pengem-
bangan Pemerimahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam

Nogeri, Jakarta, 1879/1888, hal 15-18.
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pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat,
dengan demikian dapat lebih memusatkan
perhatian pada hal-hal yang barsangkutan
dengan kepentingan nasiongl atau negara
secara kesaluruhan. Pusat tidak periu mem-
punyal aparat sepertl di daerah, kecuali
dalam batas-batas yang sangat diperiukan.
Namun demikian tidek berart! dalam ling-
kungan disentralisasi tidak baleh ada fungsi
dekonsentrasi. Fungsi-fungsi dekonsentrasi
diletakkan pada alat kelengkapan daerah
yang ada, seperti yang selama ini berjalan,
yaitu Kepala Daerah. Dalam hal demikian,
kepala deerah merupakan da hand vancen-
tral gaverment di daegrah.™

Periu disadar maskipun kepala daerah
menjalankan berbagai fungsi deiconsentrasi,
dia harus tetap terutama dilihat dan di-
dudukican sebagal perangkat dasrah pemim-
pin daerah. Dengan perkataan lain, kepala
daerah adalah primat desentralisasi, bukan
primat dekonsentrasi.” Ditompatkannya
asas desentralisasi sejajar dengan asas
dekonsentrasi dalam UU No. 5 Tahun 1974,
telah menempatkan kepentingan pusat di
atas kepentingan daerah. Hal ini tidak bisa
dipungkiri, bahwa kepala dasrah/kepala
wilayah akan lebih memprioritaskan ke-
pentingan pusat dari kepentingan daerah,
karena posisi kepala wilayah adalah per-
panjangan tangan dari pemerintah pusal dan
kepada pemerintah pusatiah saluran per-
tanggungjawabannya. Di dalam praktek,
Juga terlihat adanya dikotomi antara organ
daerah dan instansi vertikal, yaitu dikhotomi
antara kanwil dan dinas dagrah. Hal ini, dari
sudut administrasi penyglenggaraan peme-
rintahan daergh jelas tidak menampakkan

semangat efisiensi dan efeklifitas penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, tetapi
justru manimbulkan tumpang tindih kewa-
nangan dan pemborosan anggaran,

Otanom! Khuaus Timor-Timur

Setelah 22 tahun berintegrast ke indo-
nasia, orde reformasi yang dipimpin cleh
B.J. Habibis berencana membaerikan oto-
nomi khusus bagi Timor Timur, Pemberian
status otonomi khusus bagi Timor Timur
yang ditawarkan oleh B.J.Habibie datam
pertemuan dengan Uskup Felipe Ximenas
Belo. Tetapi Xanana Gusmao, dalam wa-
wancara dengan berbagai media menampik
usulan otonomi itu. la bersikukuh, solusi adil
bagi rakyat Timor Timur adalah referendum
untuk menentukan nasib sendiri.’® Peme-
rimtah melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas
dalamdengar pendapat dengan DPR, Senin
29 Juni yang lalu, juga sudah menyampai-
kan proposal status otonomi Khusus it
kepada pihak Portuga! dan Sekien PBB.
Karena secara resmi, PBB hanya mengakui
Portugal sebagai penguasa administratit di
Timor Timur,

Menurut Ali Alatas, yang masih harus
dirundingkan adalah seberapa jJauh otenomi
itu diberikan di bidang pendidikan, budaya,
ekonomi dan beberapa sektor lainnya-ke-
cuali hankam, hubungan Juar negeri, ke-
vangan dan pengadilan. Dengan demikian,
otonomi untuk Timor-Timur akan berbeda
dangan status daerah istimewa yang disan-
dang DI Yogyakarta dan D] Aceh serta DKI
Jakarta.

19Bagir Manan, dikutip oleh Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat
il dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung, him. 188,
" ibid,

Gisipan, Tajuk, No.10.TH, 1-9 Juli 1488. him.. 3.

No. 10 Val, 5] 1988
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Dapat diperikirakan masalah yang akan
muncul adalah kecemburuan daerah-daerah
lain terhadap status istimewa bagi Timor-
Timur. Selama ini, pembangunan di Timor-
Timur cukup banyak menyedot dana APBN
dan sedikit mamberikan sumbangan devisa
bagt negara. Untuk urusan Timor-Timur,
energi pemerintah pusat dan daerah telah
terkuras banyak sekali, tetapi hasilnya
sampai saat ini masih belum melegakan se-
mua pithak. Sedangkan daerah lain justru
potensial memberikan sumbangan devisa
bagi negara tidak mendapatian status se-
magcam itu.

Selama inl, tidak jelas batasan ataupun
rumusan yuridis di dalam peraturan perun-
dang-undangan pemerintahan daerah yang
mengatur tentang daerah istimewa. Dalam
beberapa undang-undang pemerintahan
daerah kita jumpai pengaturan yang berbeda
tentang daerah istimewa. UU No.5 Tehun
1974 mengenal istilah Daerah Istimowa
Aceh dan daerah Istimewa Yogyakana, ke~
mudian untuk Jakarta ibukota negara di-
namakan Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Apabila ditelusuri dalam pembicaraan
dalam rapat-rapat BPUPKI tidak dijumpai
penjelasan mangenai makna atau penger-
tian “hak-hak asal-usul dalam daerah-dasrah
yang bersifat istimewa”, Dalam IS atau RR
tidak pernah diketemukan penggunaan is-
tilah “istimewa" atau “khusus” untuk menun-
Juk silat suatu daereh pemerintahan tertentu.

Penjelasan UUD 1845 pasal 18, meng-
identifikasi “hak-hak asal-usul dalam dae-
rah-daerah yang bersifat istimewa" sebagai
daerah-daerah yang mempunyal susunan
asli yaitu zelfbesturende landschappendan
volksgemeenschappen. Jadi, “memandang
dan mengingati hak-hak asal-usul dalam dae-
rah-daerah yang bersifat istimewa” menurut.

pasal 18, sepanjang mangacu kepada
zaglfbastturende landschappen dan
volksgemeenschappen berarti menunjuk
kepada daerah otonom asli Indonesia yaitu
swapraja dan desa.™

Untuk saat ini, daerah istimewa yang
sesusi dengan yang dimaksud Penjelasan
Pasal 18 UUD 1845 hanyalah D] Yogya-
karta. Sedangkan proses pembentukan
Deaerah Istimewa Acsh tidak berasal dari
zolfbesturende landschappen maupun
volksgemeenschappen. Kehendak atau
maksud yang paling pokok dari pemberian
sebutan “Daerah [stimewa Aceh" adalah
dalam rangka upaya pemulihan keamanan
di daerah Aceh yang telah beberapa tahun
terganggu adanya pembeorontakan DU/TH di
Aceh. Pembentukan Daerah Istimewa Aceh
diatur di dalam Keputusan Perdana Menteri
Rl tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1858.
Demikian pula untuk DK} Jakarta, sekalipun
ia mempunyai kekhususan Jika dibanding-
kan dengan daerah lain, juga bukan daerah
Istimewa menurut UUD 1945,

Dilihat dari modelnya, tampaknya Ti-
mor-Timor akan merujuk kepada pola Aceh
dibandingkan dengan Yogyakarta dan DKI
Jakarta. Pada pola Daerah Istimewa Aceh,
unsur sejarah, adat dan agama yang sangat
dominan, Jadi bahan pertimbangan. Oleh
karena itu di propinsi yang dijululd *Serambi
Makiah” inl, paranan ulama diakomodir oleh
pemerintah. Di Timor-Timur, peranan uskup
juga akan ditempatkan sebagai mitra
musyawarah pimpinan dasrah (Muspida).

Untuk menghilangkan kerancuan pe-
ngertian istilah deerah istimewa, daerah
khusus ataupun istilah lainnya, sebalknya
ditetapkan dalam formulasi yuridis yang
Jelas agar mudah untuk membedakan satu
dengan iainnya, dan sebagai acuannya,

“Bagir Manan, Perjalanan.., Op.Cit him. 52,
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tertu berpedoman kepada UUD 1945 be-
serta penjelasannya.

Kota iandiv

Perkembangan kota mandiri dan kota
baru akhir-akhir ini, semakin marak, utama-
nya sejak pemerintah pusat memberikan
kelonggaran bagi pengembang untuk ikut
seria dalam perusahaan pembangunan pe-
rumahan melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1087
tentang Penyediaan dan Pemberian Hak
Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan
Pembangunan Perumahan. Salah satu
contoh kawasan perumahan yang dibangun
sebagai kawasan kota mandiri adalah Kota
Mandiri Bumi Serpong Damai, di Dagrah
Tingkat {| Tangerang.

Istilah kota mandiri atau pun kota baru,
sesungguhnya tidak dikenal di dalam UU
No.5 Tahun 1974 maupun di dalam per-
aturan perundang-undangan di ingkat pusat.
Di dalam UU No. & Tahun 1974 hanya di-
kenal istilah kotamadya dan kota adminis-
tratif (pasal 72). Menurut Permendagri No.
2 Tahun 1887 tentang Pedoman Penyu-
sunan Rencana Kota, yang dimaksud de-
ngan kota adalah pemukiman dan kegiatan
penduduk yang mempunyai batasan wilayah
administrasi yang diatur dalam peraturan
perundangan serta pemukiman yang telah
memperlihatkan watak dan ciri kehidupan
kekotaan. Istilah kota mandini muncul di da-
lam Peraturan Daarah Tingkat [l Tangerang
No. 4 Tahun 1989 tantang Rencana Umum
Tata Ruang Kota. Menurut pasal 1 huruf e
pengertian Kota mandiri adalah:

“Pusat pemukiman dan atau pusat per-
tumbuhan yang memiliki sarana, pra-

sarana, utilitas umum, fasilitas umum,
tasilitas kota dan penyediaan lapangan
kerja yang dapat mengurangipengerahan
penduduknya menuju kota-kota besar
di sekitamya®.

Sejak lahirnya kota mandiri Bumi Ser-
pong Damai di Tangerang, banyak pangem-
bang di bidang perumahan yang kemudian
moembuat kota mandiri di daerah-dasrah,
antara lain PT.Bukit Jonggo! Asri (BJA) milik
pengusaha Bambang Trihatmodjo, yang
akan membangun kota mandiri di kawasan
Jonggol, kabupaten Bogor.

Selain kota mandiri, pengembang di
Jawa Timur khususnya di kawasan Kota
Baru Sidearjo, juga mengembangkan kota
baru, misalnya PT.Citra Sari Inti, PT, Jaya
Land, PT.Citra Land, dan lain-lainnya. Kawasan
Kota Baru meliputi areal 8.093 hektar,
meliputi kecamatan Buduran, Gedangan,
Sukedono, Wonoayu, Taman, Sedati, dan
sebagtan kecil kecamatan kota sidoarjo.'*

Satu hal yang harus direspon oleh hukum
pamerintahan daerah, adalah berkaitan de-
ngan penyelenggaraan administratifnya,
karena dengan lahimya kawasan perkotaan
semacam itu jelas akan berpengaruh terha-
dep penyelenggaraan administratif pemerin-
tahan di daerah. Sebagaimana diketahui,
untuk satu kawasan kota mandiri biasanya
merupakan gabungan dari beberapa ke-
camatan. Misalnya, Bukit Jonggo! Asri,
secara administratif berada di Kabupaten
Daerah Tingkat || Bogor yang meliputi 3 ke-
camatan dan 24 desa, yaitu kecamatan
Cileungsi, kecamatan Jonggol, dan keca-
matan Canu, Ketika 3 (tiga) wilayah kecamatan
itu bergabung, secara administratif bagai-
mana pengaturannya,

4 jawa Pos. Salasa. 10 Juni 1897.
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Mancarmati perkembangan arah perko-
taan yang semacam ini, jelas periu penatean
wilayah perkotaan secara kemprehensif dan
hal ini harus diatur dalam Undang-undang,
tidak bisa hanya diatur dalam Permendagri
ataupun Peraturan Daerah,

Agentia Reformasl

Beberapa persoalan di sekitar penye-
lenggaraan pemerintahan di daerah yang
dibahas di atas, perlu kiranya segera di-
susun agenda reformasi di bidang pemerin-
tahan dasrah, yaitu dengan meravisi bebe-
rapa pasal di dalam UU No. § Tahun 1974
dan menambah beberapa pasal yang sesuai
dengan perkembangan saat inl, Supaya se-
jalan dengan tuntutan parkembangan ma-
syarakat.

Hal-hal yang perlu direvisi antara lain
adalah: 1). Pengertian Pemerintah daerah,
periu dipisahkan antara Kepala Daerah dan
DPRD. 2). Kewenangan untuk memilih dan
mengangkat kepala desrah oleh DPRD periu
diperluas. 3). Kewanangan Prasiden dan
Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan
pemilihan kepala daerah periu dibatasi. 4).
Sistem pertanggungjawahan kepala daerah
tidak kepada Presiden atau Menteri Dalam
Negeri, tetapi kepada DPRD supaya fungsi
kontrol dari DPAD dapat efeldif. 5). Pene-
gasan sistem otonomi daerah fidak lagi nyata
bertanggungjawab tetapi otonomi formal. 6).
Ponekanan titik berat otonomi ada pada
dasrah tingket I} harus segera direalisir, dan
status dasrah tingkat | diperimbangkan kem-
ball. 7). Penghapusan kota administratif dan
diarahkan menjadi daerah stonom. 8). Peng-
hapusan dikotomi kanwil dan dinas daserah.
9). Penghapusan istilah penguasa tunggal
di daerah.

Adapun hal-hal yang petiu segera diatur
dalam undang-undang pemerintahan daerah
adalah: 1). Penataan administrasi perkotaan.

2). Status Istimewa Khusus bagi Timor-Timur.
3). Perimbangan keuangan antara Pusatdan
Daerah.

Kestmpulan

Secara kelembagaan masalah pemerin-
tahan daerah perlu dikaji kembali supaya
searah dengan tuntutan reformasi di bidang
pemsrintahan di daerah. Produk-prodik per-
aturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah periu disempurnakan dan dilengkepi.

Apabila DPRD Tingkat ! jadi dihapus
(rencana Pemerintah tahun 2001), maka
daerah otonomi tingkat 1 akan ternapus dan
tinggal wilayah administratifnya yang me-
nyelenggarakan urusan koordinasi saja. Di
samping itu, aspirasi daerah sudah saatnya
mendapat perhatian yang basar melalui
penguatan fungsi dan peran DPRD,

Penakanan otonomi daerah yang dititik
beratkan pada dagrah tingkat )l segera di-
realisir. Sistem otonomi yang dikembangkean
tidak lagi otonomi yang nyata dan bertang-
gungjawab, tetapi perlu dikaji kembali ke
arah otonomi formal. &
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